
BUPATIKEPULAUANSULA 

PROVINSI MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA 

NOMOR 05 TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDART KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN SULA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SULA, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standart 
Kebutuhan Minimal Rumah TanggaPimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1999 Nomor 174, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, 
Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, 
Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi 
Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 2 1 ,  tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4264); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepu1auan Sula Nomor 3 Tahun 
201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan 
Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 201 7 
Nomor 3). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDART KEBUTUHAN 

MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA. 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kepulauan Sula;  

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan 
Legislatif Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan 
DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Peraturan Perundang-Undangan; 

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota 
DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota OPRD 

Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Peraturan Perundang-Undangan; 
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut 

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Sula; 



7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris 
DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kepulauan Sula; 

8. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan 
Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, Belanja 
Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi bagi Anggota 
DPRD. 

BABII 

BESARAN BELANJA RUMAH TANGGA 

Pasal 2 

Besaran belanja rumah tangga jabatan Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 55.000.000,- [lima puluh lima puluh juta rupiah); 

b. Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). 

Pasal 3 

Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : 

a. belanja makan dan minum ketua DPRD sebesar Rp. 48.000.000,- (em.pat 
puluh del.apa.njuta rupiah}; 

b. belanja jasa rumah tangga ketua DPRD sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuhjuta 
rupiah}; 

c. belanja makan dan minum wakil ketua DPRD sebesar Rp. 38.000.000,- (tf.ga 
puluh del.apa.n ju.ta rupiah}; 

d. belanjajasa rumah tangga wakil ketua DPRD sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh 
Juta rupiah}. 

BAB Ill 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 

1 .  Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standart Kebutuhan Minimal 
Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sula (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 

Nomor 45); dan 

2 .  Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standart Kebutuhan Minimal Rumah 
Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan 
Sula (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021 Nomor 06). 

---------------------------------- 



Pasal 5 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Sula. 

Ditetapkan di Sanana 

Pada tanggal 19 Januari 2022 

DAN SULA, 

Diundangkan di Sanana 

Pada tanggal 19 Januari 2022 

Pejabat Paraf 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 05 


